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Kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup dalam pengelolaan B3 harus direncanakan dengan cermat
karena merupakan bagian dari proses pembangunan industrialisasi. UU N0.23/1997 tentang Pengel olaan
Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam UUPLH, mengenai pengelolaan Limbah B3 diatur dalam pasal 17 dan
pasal 21.

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan B3, antaralain PP N0.19/1994 tentang
Pengelolaan Limbah B3. PP N0.19/1994 merupakan jawaban pertama Pemerintah dalam upaya untuk
memberikan pedoman peraturan yang dapat diterapkan oleh para pelaku usaha atau duniaindustri yang
berhubungan langsung dengan lingkungan terutama dengan limbah B3 lain. PP No. 19 Tahun 1994 dengan
perangkat hukum yang dimaksudkan untuk mendorong industri penghasil limbah B3 agar meminimalisasi
jumlah limbah B3, PP ini kemudian digantikan dengan PP No. 12 Th 1995 tentang Pengelolaan Limbah B3,
diganti lagi dengan PP No. 18 Th 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, kemudian dirubah dengan PP No.
85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengel olaan Limbah B3, diganti dengan
PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. Ada banyak perubahan yang dalam PP yang baru ini, antara
lain mengenai istilah, tidak lagi dengan istilah limbah tetapi langsung dengan penyebutan Bahan Berbahaya
dan Beracun dan diijinkan kegiatan ekspor dan impor B3.

Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan lalu lintas batas limbah, dengan dasar ratifikasi Konvensi
Basel, yang bertujuan mengatur ekspor dan impor serta pembuangan limbah B3 secaratidak sah, antaralain:
Keputusan Presiden RI No. 61/1993 tentang Pengesahan Convention on The Control of Trans-boundary
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Keputusan Menteri Perdagangan RI No.

349/K p/X/f92 tentang Pelarangan Limbah B3 dan Plastik, Keputusan Menteri Perdagangan RI No.
155/Kp/V11/95 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Import dan Keputusan Menteri Perdagangan RI No.
156/Kp/V11/95 tentang Prosedur Impor Limbah.

Penegakan hukum dalam masalah B3, berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga
masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap
peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui
pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Aparat
penegak hukum lingkungan adalah: Polisi; Jaksa; Hakim; dan Pejabat/Instans yang berwenang memberi
izin; serta Penasihat Hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif,
sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif
dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung. Instrumen bagi

penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya
pengawasan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar
peraturan. Penegakan hukum secara pidana umulnnya selalu mengikuti pelanggaran peraturan dan biasanya
tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Penegakan hukum lingkungan keperdataan hendaklah
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dibedakan dari upaya penyel esaian sengketa dengan cara gugatan lingkungan. Untuk memperoleh ganti
kerugian bagi korban pencemaran akibat perbuatan melawan hukum oleh pencemar, karena sifatnya
individual. Gugatan perdata yang dimaksud dalam penegakan hukum lingkungan dilakukan oleh penguasa
apabila sarana penegakan hukum administratif kurang memadai.

Sarana yang dipergunakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan meliputi: sarana administrasi; pidana
dan Perdata. Sarana administrasi bersifat preventif dan tujuannya sebagai penegakan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan. Dalam sarana administrasi ini dapat diterapkan konsep
"Pollution Prevention Pays' terhadap perusahaan dalam proses produksinya. Sanksi administrasi memiliki
fungs instrumental, yaitu untuk mengendalikan perbuatan terlarang, juga sebagal perlindungan kepentingan
yang dijaga dengan ketentuan tersebut. Bentuk administrasi ini antaralain: Paksaan Pemerintah atau
tindakan paksa, Uang paksa, Penutupan tempat usaha, Penghentian kegiatan mesin perusahaan, Pencabutan
izin melalui proses, teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa. Sarana K epidanaan, dalam
delik lingkungan diatur dalam Pasal 41 s.d 48 UUPLH yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta
penentuan hubungan kausal antara pencemar dan yang tercemar. Tata caranya dalam beberapa pasal tersebut
tunduk terhadap UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sarana K eperdataan, dalam
hal ini yang dimaksud adalah penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-—~undangan lingkungan, terdapat kemungkinan beracara singkat bagi pihak ketiga yang
berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap
larangan atau keharusan dikaitkan dengan uang paksa ("injuction"). Gugatan ganti kerugian dan biaya
pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 34 UUPLH jo. Pasal 35 PP No. 74 Tahun 2001, dapat dilakukan baik
melalui cara berperkara di pengadilan atau melalui media penyel esaian sengketa lingkungan.

Mengenai hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan B3. Hak masyarakat untuk berperan serta
dalam pengelolaan B3 meliputi: Hak masyarakat atas hidup yang baik dan sehat dan hak untuk berperan
serta dalam pengelolaan B3. Hak masyarakat atas hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secarayuridis
dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat
di bidang lingkungan hidup. Dalam UUPLH No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) disebutkan: "Setiap orang
mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Peran serta masyarakat dalam
pengelolaan limbah B3 |ebih diutamakan dalam hal prosedur penerapan peraturan. Peran serta

masyarakat dalam pengelolaan B3 tersebut selain memberikan informasi yang berharga kepada para
pengambil keputusan, juga dapat mereduksi kemungkinan terjadinya konflik. Peran serta masyarakat dapat
efektif dan berdaya guna, apabila kepastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan
mengumumkan rencana kegiatannya, adanya Informasi lintas batas dan informasi tepat waktu. Pasal 35 PP
No. 74 Tabun 2001 tentang Pengel olaan B3, menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk
mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan
B3 ini sedangkan dalam Pasal 36 PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengel olaan B3, disebutkan setiap orang
mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.



